BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan dari penulis yang berupa pembahasan-

pembahasan yang telah diuraikan dalam BAB I, BAB II dan berdasarkan

hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mencari jawaban atas

pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, pada pokoknya dapat

disimpulkan sebagai berikut :

.

Pelaksanaan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan
tindak pidana korupsi (Studi kasus PT. Asabri) adalah dalam
pelaksanaan kewenangan, Kepolisian dalam praktiknya penyidikan
mendasarkan juga dengan Keputusan Kepala Kepolisan Nomor 14
Tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana, disatu sisi
Kejaksaan dalam pelaksanaan kewenangan, mendasarkan juga dengan
Perja-039/A/JA/10/2010. Kepolisian dan Kejaksaan adalah merupakan
institusi yang berbeda namun sama-sama memiliki kewenangan untuk
melakukan penyidikan tindak pidana korupsi maka terdapat
pembagaian kewenangan antara kedua lembaga penegak hukum
tersebut, dimana apabila menyakut kerugian negara di bawah Rp.
1.000.000.000,00 kewenangan Kepolisian, akan tetapi apabila paling

sedikit Rp. 1.000.000.000,00 merupakan kewenangan Kejaksaan.
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2. Kebijakan formulasi yang mengatur Kepolisian dan Kejaksaan agar

tidak terjadi benturan dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah
formulasi kedepan harus dilakukan perubahan peraturan perundang-
undangan dan melakukan koordinasi, gelar perkara dengan lembaga
lainnya khususnya dalam menangani tindak pidana khusus dan
memberikan batasan-batasan kewenangan yang nilai kerugiannya di
bawah Rp. 1.000.000.000,00 merupakan kewenangan Kepolisian dan
apabila paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 maka merupakan
kewenanagan Kejaksaan, tujuannya adalah agar mengetahui batasan
masing-masing kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak
pidana korupsi dan tidak terjadi benturan atau tumpang tindih dalam

penyidikan tindak pidana korupsi.

B. SARAN

Setelah  menyampaikan kesimpulan tentang Kewenangan

Kepolisan dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, penulis

menyampaikan saran yang dapat menjadikan masukan bagi Kepolisan dan

Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, yaitu :

1.

Dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan antara Kepolisian dan
Kejaksaan lebih ditingkatkan lagi untuk melakukan penyidikan tindak
pidana, khususnya penyidikan tindak pidana korupsi dengan

diperlukannya koordinasi dan kerjasama antara Kejaksaan dan
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Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum, sehingga pelaksanaan
kewenangan penyidikan tercipta penanganan yang optimal, jujur, adil
dan bersih dan tidak terjadi tumpang tindah keweangan.

Peraturan Perundang-undangan diubah agar tidak terjadi benturan
dalam penyidikan tindak pidana korupsi antar lembaga penegak
hukum, namun hal ini dimungkinkan terjadi apabila bangsa Indonesia
mampu dipandang benar-benar menekan dan memberantas tindak
pidana korupsi di Indonesia dengan membaiknya indeks presepsi
korupsi. Perlu dilakukan kerjasama, koordinasi dan gelar perkara
antara Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik
Indonesia dan KPK sesuai dengan kewenangannya masing-masing
serta berkomitmen lembaga penegak hukum dalam melaksanakan
tugas atau memaksimalkan komitmen pada MOU (Memorandum Of
Understanding), sehingga tidak terjadi penyimpangan dan benturan
dalam kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan

tindak pidana korupsi.
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